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PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan
akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan
Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI)
Jakarta menyusun Laporan Kinerja tahun 2015. Laporan Kinerja merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2015 dan
dikaitkan dengan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-
2019 dirancang mengikuti restrukturisasi perencanaan dan penganggaran
karena demi keselarasan program dan kegiatan dalam Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Berdasarkan
restrukturisasi program tersebut, program Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta dalam Renstra mencakup menyelenggarakan pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata
kepemerintahan yang baik dan bebas KKN, membina secara efektif
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengembangkan
kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di
wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan menyelenggarakan
sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/Pemerintah.
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Penyusunan Laporan Kinerja telah didukung dengan sistem pengelolaan data
kinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan
menggunakan New Integrated Performance Management System (IPMS),
sedangkan pengelolaan data keuangan didukung dengan Sistem Akuntansi
Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

Laporan Kinerja ini juga membandingkan antara Realisasi Kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dengan Tapkin Perwakilan BPKP
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dengan indikator pengukuran melalui output
dan outcome, serta Evaluasi dan Analisis untuk setiap Sasaran program yang
mencakup pula pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil capaian
kinerja BPKP bisa dilihat dari pencapaian output dan outcome, dengan rincian:

1) Perbaikan pengelolaan keuangan negara, dengan pencapaian output sebesar
144 rekomendasi dari target sebanyak 136 atau 105,88%, dan capaian
outcome sebanyak 48,20% dari target 40% atau 120,50%.

2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP Regional Pemda, dengan pencapaian
output sebesar 2 rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%, dan capaian
outcome sebanyak 50% dari target 50% atau 100%.

3) Pembinaan tata kelola APIP Pemda, dengan pencapaian output sebesar 2
rekomendasi dari target sebanyak 2 atau 100%, dan capaian outcome
mencapai level 3 APIP sebanyak 0% dari target 5% atau 0%.

4) Kualitas layanan dukungan teknis pengawasan, telah mencapai 7,136 skala
likert dari target 7 atau capaian 101,94%.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan
kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2015 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas keuangan
negara dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang
baik.

Jakarta, Januari 2016

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto
NIP 19600825 198703 1 001
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RINGKASAN EKSEKUTIF

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang
akan dicapai yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan
Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan BPKP Pusat yaitu
menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional, merupakan
kondisi impian yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan
pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan kualitas kelas dunia.
Pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan
pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis
dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan  nasional.

Untuk mewujudkan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta memiliki
tiga misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang
baik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan
intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019,
yaitu : (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2)
meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang
mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang
merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan
sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat
pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6)
terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/pemerintah.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 ini
merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP
Provinsi DKI Jakarta untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian
kinerja tahun 2014. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran

P
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kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara
yang berkualitas.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2015 menunjukkan sebagian
besar sasaran strategis dan program Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
telah tercapai dimana terdapat satu sasaran program yang tidak tercapai yaitu
outcome untuk pembinaan tatakelola APIP dengan ukuran kinerja telah
mencapai leveling 3 di Provinsi DKI Jakarta. Sasaran program, berikut
capaiannya pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel RE.1.

Tabel RE.1.
Capaian Sasaran Program

No. Sasaran Program Target
2015

Capaian
Sasaran

1. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
a Perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan

pengendalian intern pengelolaan keuangan
negara

40% Tercapai
120,50%

b Rekomendasi Hasil Pengawasan 144 Tercapai
105,88%

2. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara
a Penerapan kelima unsur SPIP pada

K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi secara
memadai

50% Tercapai
100%

b Rekomendasi Hasil Pengawasan 2 Tercapai
100%

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern
K/L/P

a Tingkat kapabikitas APIP Pemda (Level 3) 5% -

b Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP 2 Tercapai
100%

4. Meningkatnya Kualitas Layanan
Dukungan Teknis Pengawasan

a Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan 7 Skala
Likert

7,136

Keberhasilan capaian sasaran diukur dengan persentase pencapaian outcome
dan jumlah rekomendasi atau output yang telah ditetapkan dalam Penepatan
Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015.

Capaian Sasaran program tersebut dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP
Provinsi DKI Jakarta dengan penyerapan per 31 Desember 2015 sebanyak
Rp31.792.067.868 dan dana pihak ketiga sebanyak Rp324.198.384.
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I. PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota(DKI) Jakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BPKP. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan  Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001, yang terakhir diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta  mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

“Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan
akuntabilitas di daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang
harus dijalankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta  sebagai berikut:

1. Penyiapan Rencana dan Program Kerja Pengawasan;
2. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

pengurusan Barang Milik/Kekayaan Negara;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

pengurusan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah atas permintaan daerah;
4. ..Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis

dan atau lintas departemen/lembaga /wilayah;
5. Pemberian asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) pusat dan daerah;
6. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

pusat dan pemerintah daerah;
7. Pemeriksaan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan Pemerintah, pinjaman/BLN yang diterima pemerintah pusat, dan
BUMD atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

8. Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja pada BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

P
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9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, dan
badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian
bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan;

11. Evaluasi dan fasilitasi peningkatan kapabilitas tata kelola Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah;

11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta .

B. Aspek Strategis Organisasi

BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang
bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, dalam
pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara. Lingkup tugas BPKP meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun
di daerah. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta  sebagai Kantor Perwakilan
BPKP berkedudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki posisi strategis
karena berada di Ibukota Negara sehingga menjadi barometer kemajuan
demokratisasi, keamanan, perekonomian, kelembagaan maupun birokrasi.
Dalam perannya sebagai quality assurance, Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta  mendukung visi dan misi BPKP Pusat dalam membantu pemerintah
dalam meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, meningkatkan kinerja
program pemerintah, dan menciptakan iklim untuk pencegahan KKN di
wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam peran sebagai juru bicara bidang
pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk
meningkatkan kepercayaan publik melalui pengkomunikasian hasil
pengawasan di wilayahnya. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas
hasil pengawasan nasional, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta mendukung
BPKP Pusat untuk berperan dalam mengembangkan sistem  pengawasan
nasional yang terintegrasi dan sinergi antar Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP).

Mandat PP No.60/2008 mengenai SPIP kepada BPKP dapat tercapai jika
seluruh komponen, sumber daya dan energi BPKP difokuskan kepada upaya
penciptaan dan implementasi SPIP yang menyeluruh sebagai suatu sistem.
Dalam kaitan hal tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta harus
memiliki proses internal yang unggul, struktur dan proses pengendalian intern
yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan demikian, peran Quality
Assurance yang diberikan kepada segenap instansi pemerintah harus terjamin
kualitasnya. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga harus mampu menjadi
pendamping pemerintah daerah terkait dengan auditor eksternal dan mampu
mengkomunikasikan hasil pengawasan secara efektif kepada publik.
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Proses internal yang unggul tersebut harus didukung dengan pertumbuhan
dan pembelajaran atas seluruh sumber daya Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta  berupa human capital (struktur dan kompetensi SDM yang tepat),
information capital (sistem informasi yang andal, teknologi informasi yang
terpadu, penyempurnaan SOP) dan organization capital (iklim kerja yang
kondusif: struktur organisasi yang tepat, kepemimpinan, budaya kerja dll),
serta dukungan dari seluruh fungsi pendukung lainnya.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan jenis kegiatan
pengawasan sebagai berikut:
1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang
diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan
pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit
birokrasi yang bersifat laten.

2. Preventif
Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk
memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan
dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan
KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah.
Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

3. Represif
Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif, audit dalam rangka perhitungan
kerugian negara atas kasus-kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi dan
pemberian keterangan ahli. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya
kasus-kasus penyimpangan berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan
Keuangan Negara.

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang
bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008,
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga menghasilkan produk unggulan antara lain:

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan

Layanan Umum (BLU);
3. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program);
4. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;
5. Program Pengembangan GCG pada BUMN/BUMD;
6. Program Pengembangan Internal Control pada BUMN/BUMD berbasis COSO;
7. Program Anti Korupsi (PAK);
8. Fraud Control Plan (FCP);
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D. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta  sesuai dengan pasal 4
Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13
tahun 2014 tanggal 19 September 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP,
dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

Keterangan:
Ka Bag = Kepala Bagian
Ka Bid = Kepala Bidang
Ka Subbag = Kepala Subbagian
Prolap = Program dan Pelaporan

PIPP = Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
APD = Akuntabilitas Pemerintah Daerah
BAN = Bidang Akuntan Negara
PFA = Pejabat Fungsional Auditor

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 152 pegawai per tanggal
31 Desember 2015. Rincian SDM tersebut adalah sebagai berikut:

KELOMPOK PEGAWAI JUMLAH
Kepala Perwakilan : 1 Orang
Kepala Bagian : 1 Orang
Kepala Bidang : 4 Orang
Kepala Sub Bagian : 4 Orang
Pejabat Fungsional Auditor : 102 Orang
Pejabat Fungsional Arsiparis : 3 Orang
Pejabat Fungsional Kepegawaian : 1 Orang
Pejabat Fungsional Paramedis : 1 Orang
Pegawai Fungsional Umum : 35 Orang
Jumlah 152 Orang

KABID
INVESTIGASI

KABID
APD

KABID
PIPP

KABID
AKUNTAN
NEGARA

KABAG
TATA USAHA

KASUBBAG
PROLAP

KASUBBAG
KEPEGAWAIAN

KASUBBAG
UMUM

KASUBBAG
KEUANGAN

KEPALA
PERWAKILAN

PEJABAT  FUNGSIONAL AUDITOR
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E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja Perwakilan Provinsi DKI Jakarta selama
Tahun 2015. Capaian Kinerja  Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan
Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah diselaraskan dengan Penetapan Kinerja
(TAPKIN) Tahun 2015, merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa
datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target
(sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja
yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan
melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dapat
diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2014

II. PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

eningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian
utama BPKP. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada
Renstra 2015–2019. Program pada Renstra BPKP periode 2015-2019

berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan program
yang direstrukturisasi oleh Bappenas. Berdasarkan restrukturisasi program
tersebut, program BPKP dalam Renstra mencakup satu program teknis yaitu
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan dua program
generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPKP, serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara BPKP.

Dengan berjalannya waktu dan merujuk pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, c.q.
BPKP, tanggal 30 November 2012, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi
Indikator Kinerja Utama, sehingga mulai tahun 2012, dapat disajikan
akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Sasaran dalam Renstra Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 dimodifikasi dengan menambah
secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indikator
sasaran strategis dengan maksud agar dapat melakukan penilaian terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Penyusunan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang mengacu
pada Rencana Strategis BPKP Pusat yang merupakan salah satu amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,

M
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strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan
merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

1. Pernyataan Visi
Struktur Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Peyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) 2015 – 2019.

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019
yang disahkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berisi Visi
sebagai berikut:

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus
dihadapi oleh segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, visi ini
telah searah dengan visi BPKP. Sebagai penjabaran dari visi tersebut,
ditetapkanlah misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

2. Pernyataan Misi
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Instansi vertikal BPKP di
wilayah Provinsi DKI Jakarta, berusaha untuk mewujudkan segala Visi dan
Misi dari BPKP, sehingga dirumuskan Misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan dan dicapai
oleh seluruh Bidang/Bagian/Pegawai untuk mencapai visi Perwakilan BPKP
Provinsi DKI Jakarta. Perumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.
Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor

Auditor Internal Pemerintah RI  Berkelas Dunia
untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional
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31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam
mendukung akuntabilitas Presiden terutama dalam lingkup penyelenggaraan
keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Tugas dan Kewenangan BPKP sebagaimana diuraikan di
atas, selanjutnya didelegasikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan PER-955/K/SU/2011 tentang Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja
Perwakilan BPKP, juncto Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-
286/K/2001. Oleh karena itu maka dirumuskan tiga misi Perwakilan BPKP
Provinsi DKI Jakarta yang searah untuk mewujudkan Misi BPKP. Adapun Misi
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna mendukung
Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan efektif di
wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta;

b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta;

c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi ini berkaitan dengan aktualisasi peran dan mandat BPKP di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagai Auditor Presiden, yang
mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP.

MISI 1
Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan  Korporasi yang Bersih dan Efektif di

wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
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Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung
tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan
dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan
rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah
kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan
stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya
yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun
2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi
pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa
assurance dan consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada
Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP
tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai
daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP.
Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus
memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran
pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan
peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau
kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas
proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya
Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019.

Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan
assurance dan konsultansi. Kegiatan  dimaksud dapat mengacu kepada PP 60
Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi
Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan
intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
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kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP
melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus
pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara
lain meliputi: pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau
transfer daerah, maka pada periode 2015-2019, sesuai misi ini, sasaran program
pengawasan intern BPKP termasuk mengawal dan mendorong bagaimana
program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan
efisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti
kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP
akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong
mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan
keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK
KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-
nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada
penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan
untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan
ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan
kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi
maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah
termasuk korporasi-nya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan
negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan
terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang
fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan
Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan
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Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan
secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun
terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi
pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1)
dimensi pembangunan manusia yang  sifatnya wajib, (2) dimensi
pembangunan sektor unggulan yang  sifatnya prioritas; dan (3) dimensi
pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu
menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus
terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut
dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015-2019.

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program
lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang
dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan
sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi
dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah
Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian
Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk
melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan
nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP
terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam
RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya
masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern
APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan
pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban. Pengawasan
intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses
yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini
harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak
untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya
memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek
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ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok
Pembangunan dalam RPJMN 2015 - 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten
dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu
program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan
pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi
prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian
tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas
(Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk
mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih
KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan
nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan
tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan
birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada
akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran
pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan
pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk
mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang
bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP
diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara
partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Disamping itu, terdapat struktur
organisasi dan mekanisme yang melibatkan stakeholder kunci dalam
menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah dan pembangunan
termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap
informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan
pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana
tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka
transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan
capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan
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pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian
efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi
masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata
kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pada pasal 2 dinyatakan bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah seperti diatur dalam
PP tersebut. Tanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI berada di
tangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota di
lingkungan masing-masing.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI juga dilakukan pembinaan
penyelenggaraan SPI. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh
instansi pemerintah ini diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 59 PP
Nomor 60 Tahun 2008. Oleh sebab itu maka Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta merumuskan misi kedua ini dalam rangka terwujudnya Misi BPKP
sebagai Instansi Pembina SPIP di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk
meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program
(prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang
bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK.
BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan
di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar
pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi
pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan
tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan
pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam
pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan
prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler
terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP

MISI 2

Membina secara Efektif Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta.
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diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan
pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan diKLPK.

Perumusan misi ini didasarkan kepada amanah yang diberikan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
kepada BPKP sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, dalam
rangka mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Perwakilan BPKP
Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana dari misi BPKP di wilayah Provinsi DKI
Jakarta berupaya untuk menumbuhkembangkan kapasitas dari auditor di
wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dari sisi SDM, organisasi
maupun sistem dan prosedur mencakup:

1) Pembinaan kompetensi APIP, melalui pendidikan dan pelatihan auditor
(pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008);

2) Pembinaan jabatan fungsional auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat
2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008);

3) Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan;
4) Pendukung/fasilitasi pengawasan;
5) Sinergi dengan APIP lain.

3. Tujuan
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,

serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019:

1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

MISI 3

Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi

DKI Jakarta.
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Pemerintah; dan
3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten.

4. Sasaran Strategis dan Program
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur
untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.
Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan
dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian
dari tujuan. Sesuai Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014, Sasaran
Strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Sasaran
Strategis BPKP Pusat.

Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2015-2019
adalah pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis tahun 2015 – 2019

No Sasaran Program
Indikator Kinerja Program (Outcome)

Uraian Target
2019

1 Perbaikan pengelolaan program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan
Keuangan Negara Bidang
Perekonomian dan Kemaritiman

Perbaikan tata kelola, manajemen
risiko dan  pengendalian intern
Pengelolaan program strategis

70%

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan
SPIP K/L Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman

Maturitas SPIP K/L (Level 3)
Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman

85%

3 Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah
Daerah

Kapabilitas APIP  Pemerintah
Provinsi (Level 3)

82%

Kapabilitas APIP  Pemerintah
Kabupaten/ Kota (Level 3)

85%

4 Meningkatnya Kualitas Layanan
Dukungan Teknis Pengawasan

Persepsi Kepuasan Layanan
Ketatausahaan (Skala Likert 1-10)

8

Sehubungan wilayah kerja dari Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berada
pada wilayah Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam wilayah tersebut hanya
terdapat satu Pemda, maka indikator sasaran strategis yang terkait dengan
pengawasan Pemerintah Daerah adalah satu Pemda.

5. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan indikator
kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang
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menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merupakan ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward
looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang
menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward
looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan
indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis
dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini
digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan
keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran
(output).

Indikator-indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta pada tahun
2015 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015

No. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2015

Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

1.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam
mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan
system pengendalian intern, pengelolaan
keuangan negara/daerah, dan peningkatan
kapabilitas APIP

A.1 Perbaikan tata kelola, manajemen resiko, dan
pengendalian intern pengelolaan keuangan
negara

Persentase 40

A.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 136
Program 2 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya Upaya
Pencegahan Korupsi
2.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam

mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan
system pengendalian intern, pengelolaan
keuangan negara/daerah, dan peningkatan
kapabilitas APIP

B.1 Penerapan kelima unsure SPIP pada
K/L/Pemda/efektivitas SPI Korporasi secara
memadai

Persentase 50

B.1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan Rekomendasi 2
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No. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2015

Program 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P
3.1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam

mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan
system pengendalian intern, pengelolaan
keuangan negara/daerah, dan peningkatan
kapabilitas APIP

C.1 Tingkat kapabikitas APIP Pemda (Level 3) Persentase 5

C.1.1 Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP Rekomendasi 2

Program 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan
4.1 Tersedianya dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas
D.1 Persepsi kepuasan layanan ketatausahaan Skala likert 1-10 7

D.1.1 Jumlah layanan dukungan manajemen
perwakilan BPKP DKI Jakarta

Laporan 60

4.2 Termanfaatnya asset secara optimal dalam
mencapai kepuasan layanan kesesmaan

D.2.1 Terlaksananya pembangunan konstruksi
gedung Perwakilan BPKP

- -

D.2.2 Tersedianya mebelair Perwakilan BPKP - -

D.2.3 Tersedianya alat pengolah data BPKP Unit 45

D.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP Unit 104

D.2.5 Tersedianya sarana dan prasarana BPKP - -

D.2.6 Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara
Perwakilan BPKP

- -

D.2.7 Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan
BPKP

Unit 3

6. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh
Bappenas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI
Jakarta dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel
2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan
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No Program dan Kegiatan

1 Program : Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara

1. Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan pada K/L /Pemda

2. Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD,

dan Asistensi SIMDA kepada Pemerintah Daerah

3. Audit Keuangan PHLN

4. Audit Kinerja PPIP

5. Pemeriksaan PNBP

6. Audit Tujuan Tertentu (cost saving)

7. Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan

8. Evaluasi Kinerja BUMN/BUMD/ BLUD

9.Bimbingan teknis, konsultasi, sosialisasi, asistensi, pendampingan dan kajian

mengenai Penerapan GCG dan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

pada BUMN/BUMD/BLUD

10. Assessment Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL

11. Penyusunan Profil BUMN/BUMD/BUL

12. Monitoring Pelaksanaan Program Tol Laut pada BUMN

13. Reviu Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN

14. Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK)

15. Asistensi fraud control plan

16. Audit Investigatif

17. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

18. Pemberian Keterangan Ahli

18. Kajian peraturan yang berindikasi KKN

20. Audit penyesuaian harga dan klaim

21. Penyelesaian hambatan pembangunan

2. Program : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta Meningkatnya

Upaya Pencegahan Korupsi

1 .Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP

2. Sosialisasi SPIP

3. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP
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No Program dan Kegiatan

4. Pembimbingan Teknis dan Konsultansi SPIP

3. Program : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

1. Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Pedoman Tata Kelola , Pedoman Quality

Assurance , Pedoman Konsultansi dan APIP,

4. Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana;

2. Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi;

3. Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah;

4. Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Kehumasan;

5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Serta Pembayaran

Gaji/Tunjangan;

6. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;

7. Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP.

8. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

B. PERJANJIAN KINERJA 2015
Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini
pengukuran indikator kinerja utama.  Untuk menguatkan pencapaian sasaran
strategis ini  di tahun 2015 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja.
Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu,
dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan
anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen
dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang
diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja yang berupa
output dan outcome.

Pada tanggal 29 Januari 2015, dilakukan perjanjian kinerja Kepala Perwakilan
BPKP DKI Jakarta dengan Plt Kepala BPKP dengan dalam rangka mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.5

Tabel 2.5
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Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET

Satuan Jumlah
1 2 3 4

1. Tersedianya informasi hasil
pengawasan dalam mencapai
perbaikan tatakelola, perbaikan
sistem pengendalian intern
pengelolaan keuangan
negara/daerah, dan peningkatan
kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Kegiatan

1.
Rekomendasi
Hasil
Pengawasan

Rekomendasi
136

2.

Rekomendasi
Pembinaan
Penyelenggaraan
SPIP/SPI

Rekomendasi 2

3.
Rekomendasi
Pembinaan
Kapabilitas APIP

Rekomendasi
2

2. Tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya dalam
mencapai kepuasan layanan

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Jumlah Layanan
Dukungan
Manajemen
Perwakilan

Laporan 60

3. Termafaatkannya Aset secara
optimal dalam mencapai
kepuasan layanan kesesmaan  7
skala likert

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Terlaksananya
rehabilitasi
kantor
perwakilan

Unit 1

2. Tersedianya alat
pengolahan data Unit 20

3. Tersedianya Alat
Rumah tangga

Unit 23

4. Persepsi
Kepuasan
layanan
ketatausahaan

1-10 Skala
Likert

7
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III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI

engukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  Pengukuran dilakukan
terhadap capaian kinerja ­³²®³² dan capaian kinerja ­³²¡­«£

dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen
perjanjian kinerja tahun 2015.

BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja
diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian sasaran
program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu
indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.
Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi
IKU dan membandingkan dengan targetnya.  Analisis lebih mendalam
dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan
sumber dana dalam mencapai kinerja IKU.

Capaian IKU Tahun 2015 dengan ukuran persentase pencapaian ­³²¡­«£
disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Utama

Capaian
(%)

Perbaikan Pengelolaan
Keuangan Negara

Persentase Perbaikan Tata
Kelola, Manajemen Risiko,
dan Pengendalian Intern
Pengelolaan Keuangan
Negara

% 40 48.2 120.50

Meningkatnya Kualitas
Penerapan SPI KLPK
serta meningkatnya
Upaya Pencegahan
Korupsi

Persentase penerapan
kelima Unsur SPIP/ pada
K/L/Pemda/Efektivitas SPI
Korporasi secara
memadai

% 50 50.00 100.00

Meningkatnya
Kapabilitas
Pengawasan Intern
K/L/P

Persentase Tingkat
Kapabilitas APIP Pemda
(Level 3) % 5                - 0.00

Meningkatnya Kualitas
Layanan Dukungan
Teknis Pengawasan

Persepsi Kepuasan
layanan Ketatausahaan skala likert 1-10 7 7.136 101.94

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi

P
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